
 

SALINAN 

 
 

LURAH  PENDOWOHARJO 
 

KAPANEWON  SEWON  KABUPATEN  BANTUL 

 
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO 

 

NOMOR  56  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

BERAKHIRNYA CUTI BERSALIN SAUDARA VENI NIDIASTUTI JABATAN DUKUH 
CEPIT DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA HARTADI JABATAN 

DUKUH DAGEN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DUKUH CEPIT KALURAHAN 

PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL;  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
LURAH PENDOWOHARJO, 

 

Menimbang 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Mengingat 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 

60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa, cuti bersalin 
diberikan kepada aparatur Desa perempuan untuk 

melaksanakan kelahiran anak kesatu, kedua dan ketiga, 

selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan sampai dengan 1 
(satu) bulan setelah kelahiran, berdasarkan surat keterangan 

dokter yang memeriksa kehamilan;  

 
b. bahwa Saudara Veni Nidiastuti telah melahirkan pada tanggal 

18 Maret 2021;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Berakhirnya Cuti 

Bersalin Saudara Veni Nidiastuti Jabatan Dukuh Cepit dan 

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Hartadi Jabatan 
Dukuh Dagen Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dukuh Cepit 

Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten 

Bantul; 
 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 
Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 119); 

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul 
Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 101); 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Memperhatikan 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

: 

 

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134); 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan 
Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 8); 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

16. .Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 71); 

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); 

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang 

Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134); 

20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa 
Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 

2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6); 

21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo 

Tahun 2020 Nomor 7); 

22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran 

Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8); 

23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

(APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan 
Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9); 

 

Terbitnya kutipan akta kelahiran nomor 3402-LU-09042021-
0012 tertanggal 9 April 2021 atas lahirnya Myesha Adisti pada 

tanggal 18 Maret 2021, anak pertama dari Adhi Pratono 

Priambodo dan Veni Nidiastuti; 
 

 

 

 
 

 



 

 
M  E  M  U  T  U  S  K  A  N  : 

 

Menetapkan 
 

 

 
 

 

 

KESATU 
 

 

 
KEDUA 

 

 
 

KETIGA 

 
 

KEEMPAT 

: 
 

 

 
 

 

 

: 
 

 

 
: 

 

 
 

: 

 
 

: 

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG 
BERAKHIRNYA CUTI BERSALIN SAUDARA VENI NIDIASTUTI 

JABATAN DUKUH CEPIT DAN PEMBERHENTIAN DENGAN 

HORMAT SAUDARA HARTADI JABATAN DUKUH DAGEN 
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) DUKUH CEPIT KALURAHAN 

PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.  

 

Mengakhiri pemberian cuti bersalin kepada Saudara Veni 
Nidiastuti Jabatan Dukuh Cepit karena telah melalui masa 1 

(satu) bulan setelah melahirkan. 

 
Memberhentikan dengan hormat Saudara Hartadi Jabatan 

Dukuh Dagen Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dukuh Cepit 

Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. 
 

Kepada Saudara Hartadi diberikan tunjangan atau tambahan 

penghasilan sesuai kemampuan Kalurahan. 
 

Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Pendowoharjo 
Pada tanggal 19 April 2021 

 

 LURAH PENDOWOHARJO, 
 

TTD 

 
  HILMI HAKIMUDIN 

 

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.  : 
1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten 

Bantul; 

2. Panewu Sewon; 

3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo; 
4. Yang bersangkutan; 

5. Arsip 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
An. Carik Pendowoharjo 

Kepala Urusan Pangripta, 

 
 

 

 

SITI MUSRIFAH 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


	Pada tanggal 19 April 2021

